
Salinan

BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS BARAT NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diamanatkan dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
perlu mengatur Pergeseran anggaran yang dilakukan
dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);

b. bahwa menindaklanjuti ketentuan yang diamanatkan
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam
Rangka Mendukung Penanganan Pandemic Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya, dan Surat
Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Daerah Kementerian Keuangan Nomor SE-2/ PK/2021
tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk
penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, perlu
memberikan dukungan anggaran penanganan Covid-19
dimaksud melalui realokasi anggaran dan refocusing
kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 1 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021;

b 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

1. Undang-Undang Nomor 17 TahunMengingat
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Wilayah Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4930);

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor
Pembentukan

12 Tahun 2011 tentang
Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi
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Khusus di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahtentang

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

26. Keputusan Gubemur Sumatera Utara Nomor
188.44/677/KPTS/2020 tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Nias
Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 2) ,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Nias Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2019 Nomor 7);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Nias Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2019
Nomor 8);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4);
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30. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 5 Tahun
2011 tentang Retribusi Izin Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 5);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 15
Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun
2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Nias Barat Nomor 15);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat
Tahun 2016 Nomor 4);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 10
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 30);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 1 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2021 Nomor 1);

35. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Keija
Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah
Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 37),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nias Barat
Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi dan Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten
Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun
2020 Nomor 5);

36. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Keija
Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah
Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 38),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 6 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nias Barat
Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi
dan Penjabaran Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten
Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun
2020 Nomor 6);

37. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 1 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021
(Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2021 Nomor
i );

b Memperhatikan : Berita Acara Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor 900/
999/BPKPAD/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Rapat
Pembahasan Realokasi Anggaran dan Refocusing Kegiatan
yang bersumber dari DAU, DBH, DAK, SILPA, dan PAD, danu
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/ Keperluan Mendesak Pemerintah Daerah sampai bulan
Desember 2021;

MEMUTUSKAN :
ATASMenetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN

BELANJA DAERAH
ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nias Barat Nomor

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupate

Barat Tahun Anggaran 2021, diubah sehingga berbunyi sebagai benkut .

. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, yang berbunyi sebagai benkut .

Pasal 5

1 Tahun 2021
Nias

1

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I

Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan
Bupati ini.

3. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Perubahan Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Perubahan Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II pada Peraturan Bupati ini selanjutnya disesuaikan pada

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD)
Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021, dan apabila tidak teijadi
penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Nias Barat Tahun Anggaran 2021, maka selanjutnya ditampung dan

n \ dlcatatkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2021.

Pasal III

rencana

/
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 16 April 2021

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

FADUHUSI DAELY

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 16 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

FAKHILI GrULO,

'EN NIAS BARAT TAHUN 2021 NOMOR 12.BERITA DAERAH KABUJ

>
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